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Menimbang :

Mengingat

BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W

BUPATI SABU RAIJUA,

bahwa berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan
anggaran dalam tahun berjalan pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022, maka
perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Peraturan
Bupati Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 14
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757); d,



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Recana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor
3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu
Raijua Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu
Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor
2);

Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun

M2021 Nomor 14); ﬂ,



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
SABU RAIJUA TAHUN 2022.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 Nomor 14), diubah sebagai

berikut:

1. Di antara angka 1 dan angka 3 Pasal 1 disisipkan angka la dan angka 2a,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

la.

2a.

&

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung
sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat
RKPD-P merupakan dokumen yang memuat perubahan perencanaan
pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022
dalam tahun berjalan;

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD
adalah dokumen rencana pembangunan masing-masing Perangkat Daerah
untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat kebiakan, program dan
kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan urusan
yvang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil dan
keluaran yang teratur beserta rincian pendanaan;

Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat
Renja-P Perangkat Daerah adalah dokumen rencana pembangunan masing-
masing Perangkat Daerah yang mengalami pergeseran dan/atau
perubahan, memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan
urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil
dan keluaran beserta pendanaannya;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;

Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RKPD-P memuat prioritas pembangunan Daerah, menurut fungsi dan urusan
Pemerintahan Daerah yang terukur, baik yang dilaksanakan langsung maupun
yang dilaksanakan dengan masyarakat dan memuat perubahan kerangka

endanaan serta perubahan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. &



3.

4.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUPA) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P)
dan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P)
Tahun Anggaran 2022.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

RKPD-P adalah Perubahan terhadap RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022
dan merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam perencanaan
pembangunan daerah dan harus dipedomani oleh seluruh Perangkat
Daerah/pelaku pembangunan dalam tahun berjalan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Diundangkan di Seba

Ditetapkan di  Seba”
pada tanggal 29 Agustus 2022

pada tanggal 29 Agustus 2022

ERRIH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, b’
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dalam pelaksanaan
RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 dalam tahun berjalan,
yakni adanya perubahan kebijakan anggaran yang mendasar yang
mengakibatkan perubahan anggaran terutama tentang perubahan target
pendapatan dan kebijakan SiLPA, dan juga karena adanya kebijakan
penganggaran program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, Rasionalisasi dan penyelarasan program dan
kegiatan untuk mewujudkan sinergi pembangunan serta integrasi program
pusat dan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan RKPD Tahun Anggaran
2022.

Penyusunan Perubahan RKPD dimaksud dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 Ayat (1) disebutkan
bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,
rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (b) Keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2022 dalam tahun berjalan, maka
penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022
memuat 2 (dua) hal pokok yaitu perubahan Kerangka Pendanaan dan

penyesuaian Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam tahun berjalan.
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Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan

Perubahan Plafon Angaran Sementara, untuk selanjutnya disampaikan

kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Rancangan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.2,

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RKPD Perubahan Tahun Anggaran

2021 diamanatkan melalui perundang-undangan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peghapusan Kemiskinan Ekstrem:;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2022 2



10.

11.

12.

13.

14.

15.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Recana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil  Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil  Verifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018- 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor
001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

0116);
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor
3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sabu Raijua Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu
Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kab.Sabu
Raijua Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua
(Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7).
Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun
2021 Nomor 4)

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sabu Raijua Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu
Raijua Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Sabu
Raijua Nomor 2);

Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 Nomor 14).
Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu
Raijua Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 22).
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1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, dalam rangka pencapaian sasaran daerah dan nasional yang dalam
prosesnya memiliki keterhubungan antar dokumen perencanaan pada
tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Hubungan antar dokumen perencanaan dan Penganggaran dapat dilihat

pada gambar berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen dalam Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Daerah.
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1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD ini sebagai pedoman dalam
penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua

pada tahun berjalan yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2022.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD ini untuk mewujudkan
sinergitas perencanaan, penganggaran pembangunan antar sektor dan antar
tingkat pemerintahan, serta mewujudkan arah prioritas perencanaan
pembangunan Daerah sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dalam

tahun berjalan dan sebagai pedoman dalam:
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1. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (KUPA) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-

P APBD) Tahun Anggaran 2022.

2. Penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2022 untuk

selanjutnya ditetapkan dan dijabarkan dalam Perubahan DPA Perangkat

Daerah.

1.5. Sistimatika RKPD Perubahan

RKPD Perubahan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Berisi latar belakang adanya Perubahan RKPD Tahun Anggaran
2022

1.2. Landasan Hukum
Berisi Peraturan Perundangan-Undangan yang digunakan
sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD
Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Perubahan RKPD
Berisi tentang penjelasan pada masing-masing bab dalam
sistematika Perubahan RKPD.

1.4. Maksud dan Tujuan
Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan
RKPD Tahun Anggaran 2022.

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022

Berisi Evaluasi Capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampe

dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022.

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Berisi tentang kerangka ekonomi dan perubahan terhadap

rancangan keuangan daerah.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang perubahan terhadap Rencana Program dan Kegiatan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022.
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BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Berisi tentang perubahan terhadap Rencana Program dan Kegiatan
Prioritas beserta pendanaannya.

BAB VI PENUTUP
Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
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BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022

2.1. Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi hasil Triwulan II Tahun Anggaran 2022 meliputi evaluasi
hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah
tahun 2022 terhadap capaian kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target
capaian kinerja sampai triwulan II tahun 2022 terhadap Hasil RKPD
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022.

Predikat Capaian Kinerja keluaran pelaksanaan program kegiatan
dan sub kegiatan dikategorikan sesuai dengan peraturan menteri Dalam
Negeri Nomor 86 tahun 2017 dalam 5 jenis kriteria predikat yakni predikat
capaian SR (Sangat Rendah) untuk persentase capaian dari O s/d 50 persen,
predikat capaian R (Rendah) untuk persentase capaian dari 51 s/d 65 persen,
predikat capaian S (Sedang) untuk presentase capaian 66 s/d 75 persen
predikat capaian T (Tinggi),untuk persentase capaian dari 76 s/d 90 persen
dan predikat capaian ST (Sangat Tinggi) untuk persentase capaian dari 91
s/d 100 persen. Berdasarkan nilai predikat diatas perlu dijelaskan bahwa
capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2022
diharapkan tingkat pencapaiannya minimal sebesar 50 % yang walaupun
masuk dalam kategori sangat rendah namun dapat dikatakan tingkat
capaiannya sampai dengan triwulan II dianggap wajar.

Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan RKPD

tahun 2022 dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel 2.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Keluaran Program Kegiatan dan
Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Sabu Raijua per OPD Triwulan
IT Tahun Anggaran 2022

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN
RKPD TAHUN 2022

NO NAMA SKPD KINERJA KEUANGAN

% PREDIKAT % PREDIKAT

1 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN

0, 0,

D oL 6.78% SR 2.28% SR
2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 19.20% SR 9.04% SR
3 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA 9.01% SR 9,09% SR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  6.90% SR 315% SR
5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

NI 2.13% SR 118% SR
6  SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12.17% SR 13.07% SR
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CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

RKPD TAHUN 2022
o Al LG KINERJA KEUANGAN
% PREDIKAT % PREDIKAT

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 31,58% SR 28,12% SR

8
E||5NR/-|\_S|NSDOUS[\|£|X[\Ti'\[\/jli}ERDAYAAN PEREMPUAN DAN 13.16% SR 9.93% SR

9
oS TGS P AL sx s
10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 21,87% SR 17,65% SR
11 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 14,18% SR 15,10% SR
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 26,03% SR 39,44% SR
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8,14% SR 6,74% SR
14 DINAS PERHUBUNGAN 38,82% SR 23,47% SR
15 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20,08% SR 13,34% SR

16
STIMMULDNTE,  u s s
17 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERSIPAN 21,04% SR 11,07% SR
18 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.17% SR 3,79% SR
19 DINAS PARIWISATA 21,53% SR 12,59% SR
20 BAGIAN PEMERINTAHAN 8,11% SR 22,14% SR
21 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 57.41% R 49,38% SR
22 BAGIAN HUKUM 45,84% SR 29,42% SR
23 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM  49,10% SR 34,24% SR
24 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2,36% SR 30,58% SR
25  BAGIAN UMUM 39,03% SR 23,16% SR
26 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 48,99% SR 26,56% SR
27 BAGIAN ORGANISASI 27,78% SR 17,72% SR
28 SEKRETARIAT DPRD 26,30% SR 34,37% SR
29 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 37,12% SR 15,05% SR
30 BADAN KEUANGAN DAERAH 18,68% SR 12,32% SR
31 EQE:#:E[\TEGAWNAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN 14 44% SR 9.12% SR
32 INSPEKTORAT DAERAH 25,11% SR 11,59% SR
33 KECAMATAN SABU BARAT 36,60% SR 30,43% SR
34 KECAMATAN SABU TIMUR 15,42% SR 2217% SR
35  KECAMATAN SABU LIAE 20,73% SR 11,38% SR
36 KECAMATAN HAWU MEHARA 11,70% SR 9,23% SR
37 KECAMATAN RAIJUA 9,55% SR 5,15% SR
38 KECAMATAN SABU TENGAH 15,76% SR 12,97% SR
39 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 23,09% SR 16,78% SR
RATA - RATA 21,90% SR 17,28% SR

Sumber : Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2022

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dalam pelaksanaan Program

Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Tahun berjalan sampai dengan Triwulan II

Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan menujukkan capaian dengan

kategori SANGAT RENDAH atau baru mencapai 21,90 % dan 17,28 %.

Secara rinci Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada masing-masing OPD

dapat dilihat pada Tabel 2.2 (Terlampir).
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2.2. Analisis Kinerja Triwulan II
Secara umum capaian kinerja dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan
program dan kegiatan sampai dengan triwulan II masih dalam predikat
Sangat Rendah (Kinerja Program dan Kegiatan 21,90 % dan Kinerja Keuangan
17,28 %) capaian ini masih jauh dibawah angka yang diharapkan tercapai
sampai dengan triwulan II yakni minimal 50%. Hal ini terutama disebabkan
Uang Persediaan (UP) yang seharusnya dicairkan pada awal Januari baru
dapat dicairkan pada bulan Maret 2022, akibat dari penyesuaian terhadap
penerapan aplikasi SIPD penatausahaan keuangan yang baru mulai
digunakan pada tahun 2022. Kondisi ini juga sangat mempengaruhi kinerja
setiap perangkat daerah terutama terkait dengan pekerjaan fisik. Namun
demikian ada beberapa permasalahan lain yang turut mempengaruhi capaian
kinerja dan realisasi anggaran, antara lain:

1. Keterlambatan dalam proses pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa

2. Pembayaran terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah
cenderung dilakukan pada akhir masa pekerjaan yaitu pada akhir tahun
sehingga peningkatan realisasi yang cukup tinggi tercatat pada akhir
tahun.

3. Masalah SDM aparatur yang baru mulai mempelajari dan menerapkan
aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan yang berdampak pada
lambannya proses administrasi keuangan.

Untuk itu dibutuhkan kerja keras dari setiap OPD pelaksana Urusan,

termasuk pengelolaan aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan yang harus

dipahami oleh semua perangkat daerah dalam proses penganggaran dan
pertanggungjawaban yang menggunakan aplikasi SIPD dimaksud. Sehingga
dengan demikian diharapkan agar target capaian kinerja dan realisasi
anggaran dapat mencapai minimal 85% atau terkategori TINGGI sampai

dengan akhir tahun anggaran 2022.

2.3. Realisasi SPM Tahun 2021
2.3.1 Urusan Pendidikan
Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten
Sabu Raijua secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang mempunyai tugas
dalam pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang sudah memiliki Standar
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Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

a)

b)

c)

Pendidikan Dasar;
Pendidikan Kesetaraan;

Pendidikan Anak Usia Dini

Capaian SPM urusan Pendidikan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel

berikut:
Tabel 2.3 Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021.
VETEE: Realisasi
Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Capaian 0
(%) e

Pendidikan Dasar Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang 100 92,57
berpartisipasi dalam pendidikan dasar
(SD/Mi, SMP/MTSs)

Pendidikan Kesetaraan Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang 100 94,71
beleum menyelesaikan pendidikan dasar
dan atau menengah yang berpartisipasi
dalam pendidikan kesetaraan

Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang 100 85,00

berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2021

2.3.2 Urusan Kesehatan

Penyelenggaran pembangunan bidang Kesehatan di Kabupaten

Sabu Raijua secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehaan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai

tugas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang menjadi

kewenangan Kabupaten adalah:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir

Pelayanan kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan pada Pendidikan Dasar

Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
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1) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus Yang
melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency virus)

Capaian SPM urusan Kesehatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel

Tubuh Manusia (Human
Immunodeficiency Virus)

berikut:
Tabel 2.4 Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021
T Realisasi
Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Capaian (%)
(%)

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan 100% 88,30
layanan kesehatan

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ~ Jumlah ibu bersallln yang mendapatkan 100% 75,65
pelayanan persalinan

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Jumlah  bayi baru lahir yang

Lahir mendapatkan  layanan  kesehatan 100% 87,54
sesuai standar

Pelayanan Kesehatan Balita iJumlah balita yang lmendapatkan 100% 74,30
ayanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Jumlah anak usia pendidikan dasar

Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 100% 88,06
sesuai standar

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Jumlah orang usia 15 - 59 tahun yang

Produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai 100% 7,27
standar

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Jumlah warga negara usia 60 tahun ke

Lanjut atas yang mendapatkan skrining 100% 60,02
kesehatan

Pelayanan Kesehatan Penderita Jumlah penderita hipertensi yang

Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 1,19
sesuai standar

Pelayanan Kesehatan Penderita Jumlah penderita DM yang

Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 8,17
sesuai standar

Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah  penderita OGDJ vyang

Dengan Gangguan Jiwa Berat mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 69,74
sesuai standar

Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah  penderita TBC  yang

Dengan Tuberkulosis mendapatkan  layanan  kesehatan 100% 182,67
sesuai standar

Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah orang dengan resiko terinfeksi

Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV yang mendapatkan pelayanan

yang melemahkan Daya Tahan deteksi dini HIV sesuai standar 100% 55,60

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2021

2.3.3 Urusan Pekerjaan Pekerjaan Umum

Penyelenggaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum di

Kabupaten Sabu Raijua secara teknis dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas sesuai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M /2018 adalah:

PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2022
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a)

b)

Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari

Pengolahan air limbah domestik.

Capaian SPM urusan Pekerjaan Umum tahun 2021 dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 2.5 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021
T Realisasi
Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Capaian o
(%) -
Penyediaan kebutuhan pokok air Jumlah warga negara yang
minum sehari-hari memperoleh kebutuhan pokok air 100 % 66,27
minum sehari-hari
Penyediaan pelayanan pengolahan Jumlah warga negara yang
air limbah domestik memperoleh layanan pengolahan 100 % 71,25

air limbah domestik

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijjua Tahun 2021

2.3.4 Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar pada Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman terdiri dari Penyediaan dan rehabilitasi rumah

layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan Fasilitasi

penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi

program pemerintah dengan indikator sebagai berikut:

a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban

bencana Kabupaten/Kota

b)

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat

yang terkena relokasi Program Pemerintah

Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2021 dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.6.  Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021
Target .
Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Capgian Rea:/lsam
(%) bl
Penyediaan dan rehabilitasi rumah  Jumlah warga negara korban
yang layak huni bagi korban bencana yang memperoleh rumah 100 100
bencana Kabupaten/Kota layak huni
Fasilitasi penyediaan rumah yang ~ Jumlah warga negara yang
layak huni bagi masyarakat yang  terkena relokasi akibat program
terkena relokasi Program Pemerintah yang memperoleh - -
Pemerintah fasilitasi penyediaan rumah yang
layak huni
Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2021
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2.3.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan

Masyarakat
Berdasarkan pasasl 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri

nomor 100 tahun 2018 tentang penarapan Standar Pelayanan
Minimal terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
(TRANTIBUNLINMAS) yaitu:
a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b) Pelayanan Informasi rawan Bencana;
c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
d) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
e) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.
Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan
Perlindungan Masyarakat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.7 Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

Target
Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Capaian
(%)

Realisasi
(%)

Pelayanan  Ketentraman dan Jumlah warga negara yang memperoleh
Ketertiban Umum,; Layanan akibat dari Penegakan Hukum 100 135
Perda dan Perkada

Pelayanan  Informasi  rawan Jumlah warga negara yang memperoleh

_ . . 100 100
Bencana; informasi rawan bencana
Pelayanan  Pencegahan dan Jumlah warga negara yang memperoleh
Kesiapsiagaan Terhadap layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 100 100
Bencana; terhadap bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Jumlah warga negara yang memperoleh
Evakuasi Korban Bencana; layanan penyelamatan dan evakuasi 100 100

korban bencana

Pelayanan Penyelamatan dan Jumlah warga negara yang memperoleh
Evakuasi Korban Kebakaran. layanan penyelamatan dan evakuasi 100 100
korban bencana

Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2021

2.3.6 Urusan Sosial
Penyelenggaran pembangunan bidang Sosial di Kabupaten Sabu
Raijua secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas sesuai

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2022 15



Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pasal

26 terdapat S Jenis layanan dasar.

a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar

Panti Sosial;

b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;

c¢) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;

d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan

dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan

e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah

Tanggap Darurat Bencana bagi

kabupaten /kota.

Korban Bencana daerah

Capaian SPM Urusan Sosial tahun 2021 dapat dilihat pada tabel

berikut:
Tabel 2.8 Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2021
ETE: Realisasi
Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Capaian n
(%) bl
Rehabilitasi Sosial dasar Jumalah warga negara penyandang 100 115,06
Penyandang Disabilitas Telantar  disabilitas yang memperoleh
di luar Panti Sosial rehabilitasi sosial diluar panti
Rehabilitasi Sosial dasar Anak Jumlah anak terlantar yang 100
Telantar di luar Panti Sosial memperoleh rehabilitas sosial diluar
panti
Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut ~ Jumlah warga negara lanjud usia 100 41,95
Usia Telantar di luar Panti Sosial  terlantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial diluar panti
Rehabilitasi Sosial dasar tuna Jumlah warga negara gelandangan 100
sosial khususnya Gelandangan  dan pengemis yang memperoleh
dan Pengemis di luar Panti rehabilitasi sosial dasar tuna sosial
Sosial diluar panti
Perlindungan dan Jaminan Jumlah warga negara korban 100 100
Sosial pada Saat dan Setelah bencana Kab/kota yang memperoleh
Tanggap Darurat Bencana bagi  perlindungan dan jaminan sosial
Korban Bencana daerah
kabupaten/kota
Sumber: Laporan SPM Kab. Sabu Raijua Tahun 2021
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022
didasarkan atas beberapa asumsi antara lain asumsi indikator makro
ekonomi baik nasional maupun daerah, serta asumsi estimasi terhadap
perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat
maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi,
disamping juga asumsi terkait penggunaan anggaran guna memenuhi
belanja daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten
Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami perubahan, atau masih
diarahkan pada upaya Pemantapan Pemulihan Ekonomi Berbasis UMKM dan
Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat melalui percepatan pembangunan
pada beberapa sektor yakni sektor indstri dan perdagangan, sektor pertanian
dan peternakan, Sektor Kelautan dan Perikanan, penguatan Sektor

Kesehatan dan Sektor Sosial.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran kondisi atau perkembangan kegiatan perekonomian
masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua yang terangkum dalam nilai Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat pada gambar PDRB dan Laju

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut:

Gambar 3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 — 2021

B PDRB ADHB m PDRB ADHK
1.306.609,03 1.416.734,04 1.414.249,01 1.427.867,30

1.190.444,51

2017 2018

(Jutd Kiiah) 2020 2021

Kondisi Capaian

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2022
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Gambar tersebut menunjukkan aktivitas perekonomian di Kabupaten
Sabu Raijua terus mengalami perkembangan ditandai dengan meningkatnya
angka PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun
2020. Jika dilihat dari tahun 2017 Nilai PDRB ADHB terlihat mengalami
peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2021. Selama tahun 2017
menuju 2019 nilai PDRB ADHB konsisten mengalami kenaikan sebesar 110
miliar kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 2 miliar
dan berhasil naik lagi sebesar 13 miliar di tahun 2021. Sama halnya juga
dengan pertumbuhan PDRB ADHK yang mengalami fluktuasi pada 5 (lima)
tahun terakhir tetapi masih terlihat konsisten berada di angka 700 miliar.
Terjadinya penurunan pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh adanya
pandemi Covid 19 yang juga berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi
di Kabupaten Sabu Raijua. Namun grafik diatas dinilai masih menunjukkan
tren positif pada Nilai PDRB ADHK dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2017-
2021). Peningkatan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan perekonomian

Kabupaten Sabu Raijua selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Gambar 3.2. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2017 — 2021

== Pertumbuhan PDRB ADHB = Pertumbuhan PDRB ADHK
10,3 9,76
5,10 5,13
4.47
\ -0,18 / %:ég
2017 2018 2019 205 L1l 2021

Sumber: PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDRB

ADHB terus melambat selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2017, Nilai
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PDRB ADHB meningkat 10,30 persen dari tahun sebelumnya atau mencapai
Rp 1,19 triliun. Berbeda dengan tahun 2018 dan 2019 dimana meskipun
Nilai PDRB ADHB mengalami peningkatan yaitu masing — masing Rp 1,31
triliun dan Rp 1,41 triliun tetapi grafik tersebut menunjukkan tingkat
pertumbuhan di tahun 2018 melambat menjadi sebesar 9,76 persen dan
tahun 2019 sebesar 8,43 persen dan terus mengalami perlambatan hingga
tahun 2020 mencapai -0,18 persen dan kembali mengalami peningkatan
mencapai 2,45 persen di tahun 2021. Pertumbuhan PDRB ADHB yang
mengalami penurunan cukup signifikan di tahun 2020 lebih disebabkan
karena faktor pandemi Covid-19. Namun demikian Angka ini belum
mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih
mengandung faktor kenaikan harga (inflasi). Sebaliknya pertumbuhan
ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan
pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB ADHK. Pertumbuhan
PDRB ADHK pada grafik diatas terlihat lebih konsisten dibandingkan dengan
laju pertumbuhan PDRB ADHB walaupun juga ikut mengalami penurunan
yang cukup signifikan di tahun 2020.

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Nilai PDRB ADHK
sebesar Rp 712 miliar meningkat hingga Rp 748 miliar di tahun 2018.
Peningkatan tersebut juga ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Nilai PDRB
ADHK pada gambar 2.3 yaitu sebesar 5,10 persen di tahun 2017 dan
mencapai 5,13 persen ditahun 2018. Pertumbuhan PDRB ADHK kemudian
mulai melambat di tahun 2019 yaitu hanya sebesar 4,47 persen dan
mengalami penurunan hingga (1,11) persen di tahun 2020. Penurunan ini
juga lebih disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang memberikan
dampak yang cukup signifikan terhadap menurunnya nilai produksi pada
sektor-sektor ekonomi penunjang nilai PDRB di tingkat Kabupaten.
Penurunan laju pertumbuhan ini sejalan dengan menurunnya Nilai PDRB
ADHK di tahun tersebut. Nilai PDRB ADHK kembali meningkat di tahun 2021
mencapai Rp 785 miliar atau sebesar 1,55 persen jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, data diatas masih mengindikasikan bahwa
pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua cenderung berkembang
secara konsisten selama 5 (lima) tahun terakhir, sedangkan pemicu
melambatnya laju pertumbuhan ditahun kelima lebih disebabkan pada faktor

bencana non alam (pandemi Covid-19).
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Sejalan dengan Nilai PDRB ADHB dan ADHK, Nilai PDRB Perkapita
juga terus mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. PDRB
Perkapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada

gambar berikut :

Gambar 3.3. Laju Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 — 2021

15,83 15,95

13,84
12.15 13,01

J

el

2017 2018

-3,02

E=== PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) e | aju Pertumbuhan
Sumber : PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha Tahun
2021 dan 2022

Salah satu indikator ekonomi yang sangat penting untuk
menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah Nilai
PDRB per kapita. Grafik pada gambar di atas menunjukkan bahwa
pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sabu Raijua terus meningkat
dari tahun 2017 hingga 2021.

Dapat dilihat pada tahun 2017 pendapatan per kapita penduduk
mencapai Rp 12,15 juta yang berarti rata — rata pendapatan setiap penduduk
dalam 1 (satu) tahun berjalan sebesar Rp.12,15 juta kemudian meningkat
menjadi Rp 13,81 juta di tahun 2018, Rp 13,84 juta di tahun 2019, Rp 15.83
di tahun 2020 hingga mencapai nilai tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar
Rp 15,95 juta. Meskipun jumlah pendapatan per kapita penduduk
Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan, grafik tersebut juga
menggambarkan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk
yang melambat selama S (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2017, pendapatan
per kapita penduduk bertumbuh sebesar 7,07 persen dibanding tahun
sebelumnya. Meskipun jumlah pendapatan meningkat namun laju
pertumbuhan mulai melambat di tahun 2018 sebesar 6,39 persen, dan di
tahun 2019, laju pertumbuhan hanya mencapai 5,12 persen dan kemudian

mengalami penurunan yang cukup signifikan ditahun 2020 yaitu hanya
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mencapai -3,02 persen. Penurunan tersebut juga disebabkan oleh adanya
factor pandemi Covid-19. Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan
pemerintah untuk menangani dampak Covid-19 dalam berbagai aspek maka
laju pertumbuhan mulai menunjukkan tren positif di tahun 2021 yaitu
meningkat menjadi 0,75 persen.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun laju pertumbuhan
menurun akibat dari adanya faktor pandemi Covid-19 yang berdampak pada
rendahnya kontribusi sector ekonomi terhadap nilai PDRB, tetapi jumlah
pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sabu Raijua selama 5 (lima)

tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

3.1.2 Angka Kemiskinan

Selain aktivitas perekonomian Daerah yang dilihat dari Nilai PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan serta Nilai PDRB Per kapita
masyarakat Sabu Raijua sebagaimana tergambar diatas, aktifitas
perekonomian dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat
juga dapat dilihat dari angka kemiskinan. Secara ringkas, angka kemiskinan

Kabupaten sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 — 2021

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

1. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 28.220 28.883 29.490 30.140 30.600
Persentase Jumlah Penduduk

2 Miskin 31,07 30,83 30,52 30,18 30,13
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan 7,24 6,60 6,20 5,88 8,12
4. Indeks Keparahan Kemiskinan 2,21 1,85 1,78 1,57 2,94
5. Ganis Kemiskinan 354083 368.187 374256 403846 438492

(Rp/Kapita/bulan)
Sumber: Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2022

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Dengan
pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai kemampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur
dari sisi pengeluaran atau yang disebut garis kemsikinan. Penduduk miskin
adalah penduduk yang memilki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan
dibawah garis kemiskinan, menggunakan data hasil SUSENAS (Survei Sosial

Ekonomi Nasional).
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Data diatas menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pengeluaran
per kapita penduduk dibawah garis kemiskinan, yakni dari tahun 2017
sebesar Rp 354,983 meningkat menjadi Rp 438,492 di tahun 2021. Indeks
kedalaman kemiskinan juga mengalami peningkatan di tahun 2021
mencapai 8,12. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin jauh rata-rata
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan sehingga dapat disimpulkan
bahwa tahun 2021 perbandingan rata-rata pengeluaran penduduk terhadap
garis kemiskinan semakin dalam. Hal tersebut ditunjukkan dengan ukuran
rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin yang awalnya
mendekati garis kemiskinan dimana nilai indeks pada tahun 2017 sebesar
7,24 kemudian menurun atau mendekati garis kemiskinan ditahun 2018
menjadi 6,60 dan di tahun 2019 menjadi 6,20 poin lalu semakin mendekati
garis kemiskinan di tahun 2020 dengan nilai indeks 5,88 poin namun
mengalami kenaikan siginifikan di 2021 mencapai 8,12 poin yang kemudian
dapat dikatakan menjauhi garis kemiskinan.

Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan yang

memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara
penduduk miskin atau seberapa jauh jarak pengeluaran orang miskin dalam
suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin tinggi ketimpangan
atau jarak pengeluaran diantara penduduk miskin.
Data diatas juga menjelaskan di tahun 2021 kesenjangan atau ketimpangan
pengeluaran diantara penduduk miskin semakin lebar. Dapat dilihat bahwa
pada tahun 2017 ketimpangan atau jarak pengeluaran antar penduduk
miskin mencapai 2,21 poin dan kemudian ketimpangan semakin berkurang
pada tahun 2018 menjadi 1,85 poin lalu pada tahun 2019 menjadi 1,78 poin
dan semakin berkurang di tahun 2020 dengan nilai indeks keparahan
kemiskinan mencapai 1,57 poin namun di tahun berikut mengalami
kenaikan mencapai 2,94 poin.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017 s/d
2020 terdapat peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang
cenderung stabil meskipun di tahun 2021 sedikit mengalami penurunan.
Demikian pula indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan
kemiskinan yang terus mengalami penurunan dari tahun 2017 s/d 2020,
namun nilai indeksnya kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 atau
semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan
semakin tinggi ketimpangan atau jarak pengeluaran diantara penduduk

miskin.
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Gambaran ini sejalan dengan jumlah penduduk miskin yang terus
mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni pada tahun 2017
sebanyak 28.220 jiwa meningkat menjadi 30.600 jiwa di tahun 2021.
Walaupun jumlah penduduk miskin terus meningkat namun persentase
jumlah penduduk miskin terus menurun. Data diatas menunjukkan bahwa
tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 31,07 persen lalu menurun
menjadi 30,13 persen di tahun 2021. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
terakhir persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,94 persen
sedangkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak
2.380 jiwa. Penurunan persentase penduduk miskin ini dapat dikatakan
belum signifikan jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2021
baik ditingkat Nasional (9,71 persen) maupun di Tingkat Provinsi NTT (20,44
persen). Peningkatan jumlah penduduk miskin cenderung akan terjadi setiap
tahunnya, mengingat standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya terus mengalami peningkatan,
menyebabkan pengeluaran rata-rata perkapita sebagian masyarakat yang
sebelumnya berada sedikit diatas garis kemiskinan atau dikatakan sebagai
rentan miskin pada tahun sebelumnnya menjadi berada di bawah garis

kemiskinan yang ditetapkan pada tahun pelaksanaan survei.

3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sabu Raijua untuk
tahun 2021 telah mencapai 1,25 persen atau melampaui target RPJMD yang
ditetapkan minimal 2,88 persen. Hal ini perlu dipertahankan dan
ditingkatkan capaiannya guna mengurangi tingkat pengangguran terbuka di

Kabupaten Sabu Raijua.
3.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara
universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara
fisik, mental maupun secara spiritual berdasarkan rata-rata geometrik sektor
pendidikan terkait dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama
sekolah Sektor Kesehatan terkait Usia Harapan Hidup dan Sektor Ekonomi
terkait Standar Hidup Layak (pendapatan perkapita).
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Data menunjukkan Nilai IPM Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami

peningkatan setiap tahunnya yakni dari tahun 2017 sebesar 55,22 tahun

terus meningkat hingga tahun 2021 mencapai 57,03. Capaian ini telah sesuai

dengan target IPM dalam RPJMD untuk tahun 2021. Namun demikian

capaian angka ini jika disandingkan dengan capaian baik ditingkat Provinsi

(65,28) maupun Nasional (72,29) masih tertinggal jauh. Hal ini perlu menjadi

perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup

masyarakatnya.

Gambar 3.4. Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 -

2021

58
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Sumber: Kabupaten Sabu Raijjua Dalam Angka, 2022

3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

3.1.5.1 Tantangan Perekonomian Daerah

Beberapa tantangan yang menjadi perhatian utama dan perlu disikapi

secara komprehensif mencakup :

1)

Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi usaha
kecil dan usaha menengah. Masih banyak wirausaha skala mikro
kekurangan modal, ketrampilan belum optimal dan pemasaran yang
belum dilakukan. Koperasi belum mampu memberikan akses
permodalan pada wirasusaha mikro. Masih ada koperasi yang tidak aktif
dan koperasi tidak sehat yang akan menjadi target pembangunan
kedepan. Sentra-sentra industri yang dibentuk harus dikembangkan
untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Sabu Raijua dan

Kabupaten Kota sekitar. Belum optimalnya pengembangan industri kecil
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2)

3)

4)

S)

dan sentra industri menjadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Sabu
Raijua;

Potensi kenaikan inflasi yang berasal dari faktor kenaikan harga
beberapa komoditas karena efek pandemi covid-19 sejak tahun 2020
dan harga BBM,;

Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investor yang ada di
Kabupaten Sabu Raijua menjadi tantangan dalam pembangunan
kedepan;

Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan global yang tidak
hanya dihadapi oleh Kabupaten Sabu Raijua. Oleh karenanya dalam
menangani permasalahan kemiskinan diperlukan pendekatan terpadu
dan komprehensif dari berbagai sektor/dinas di Kabupaten Sabu Raijua.
Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Sabu Raijua juga perlu
melakukan sinkronisasi dengan berbagai program pengentasan
kemiskinan yang lain, baik dari pemerintah provinsi maupun
pemerintah pusat;

Peningkatan penyediaan kebutuhan infrastruktur yang cukup dan

berkualitas untuk kepentingan publlik;

Selanjutnya Tantangan tersebut harus dapat diatasi secara tepat dan

proporsional melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1)

2)

3)

Optimalisasi sektor-sektor industri unggulan melalui pemberdayaan
kelompok-kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar
mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian di tingkat
lokal dan nasional serta mampu memperbesar daya serapnya terhadap
tenaga kerja;

Mengantisipasi terjadinya lonjakan harga beberapa komoditas, terutama
pangan dengan melakukan pemetaan secara akurat stok pangan
nasional, serta mendeteksi sejak dini wilayah yang berisiko terjadinya
rawan/krisis pangan. Disamping itu, kelancaran sistem logistik pangan
antar-wilayah serta kesiapan distribusi ke level konsumen harus dapat
terjamin;

Mempermudah perizinan dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana
serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perekonomian
daerah, sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan berkelanjutan serta komitmen perbaikan

pelayanan investasi daerah;
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4) Penguatan Sistem Perlindungan Sosial melalui perluasan data dan
pemutakhiran data jaminan sosial, pemberian bantuan Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) untuk keluarga miskin (PKH) dan Karang Taruna,
pemberian stimulan, bantuan sembako atau bantuan sosial bagi
keluarga fakir dan perlu melakukan sinkronisasi dengan berbagai
program pengentasan kemiskinan yang lain, baik dari pemerintah
provinsi maupun pemerintah pusat;

5) Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan efisiensi
dan efektivitas perekonomian daerah termasuk didalamnya peningkatan
efisiensi distribusi barang dan jasa, melalui perbaikan Infrastruktur
jalan baik volume maupun kualitasnya untuk mempermudahkan akses

pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya.

3.1.5.2 Prospek Ekonomi

Dalam kaitannya dengan arah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah
percepatan pertumbuhan ekonomi untuk tahun anggaran 2022 serta
berdasarkan perkembangan indikator pembangunan ekonomi tahun 2021
dan target RPJMD Kabupaten Sabu Raijua, maka target pertumbuhan
ekonomi tahun 2022 yang semula sebesar 5,00 s/d 6,89 persen mengalami
perbaikan atau terkoreksi menjadi 2,55 persen, hal ini dikarenakan realisasi
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 melambat atau
mencapai 1,55 persen akibat pandemi Covid-19 yang melanda global,
nasional maupun regional.

Selanjutnya target tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua untuk
tahun 2022 masih belum dapat disesuaikan dengan target nasional di Nusa
Tenggara Timur sebesar 16,15 s/d 19,35 persen, mengingat realisasi sampai
dengan tahun 2021 angka kemiskinan masih berada di angka 30,13 persen.
Untuk itu tingkat kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua yang semula
ditargetkan turun pada kisaran 30,07 s/d 29,95 persen mengalami perbaikan
atau terkoreksi menjadi 30,12 s/d 29,67 persen. Target ini disesuaikan
dengan target RPJMD Kabupaten Sabu Raijua dan melampaui target yang
ditetapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemerintah
Kabupaten Sabu Raijua yaitu 32,21 s/d 32,38 persen di tahun 2022.

Untuk target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berdasarkan realisasi
dan kenaikan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sabu

Raijua dalam 5 tahun terakhir sebesar 0,57 poin, maka target IPM yang
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semula berada pada kisaran 58,55 s/d 60,08 mengalami perbaikan atau
terkoreksi menjadi 57,04 — 57,60 poin. Hal ini masih sejalan dengan target
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sabu Raijua
yang berada pada kisaran 56,90 s/d 58,01.

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka yang semula ditargetkan
pada kisaran 2,11 s/d 1,95 persen mengalami perbaikan atau terkoreksi
menurun menjadi 1,24 s/d 0,50 persen, hal ini dikarenakan realisasi tahun
2021 dan rata-rata penurunan dalam 4 (empat) tahun terakhir sebesar 0,38
persen.

Secara rinci Perubahan Target Pembangunan Ekonomi Makro

Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Perubahan Target Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten
Sabu Raijua Tahun 2022

Perubahan Target Tahun 2022

NO Indikator Satuan
Sebelum Sesudah
1 Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,00 s/d 6,89 2,55
2 Persentase Penduduk Miskin Persen 30,07 s/d 29,95 30,12 s/d 29,67
3 Indeks Pembangunan Manusia Poin 58,55 s/d 60,08 57,04 s/d 57,60
4  Tingkat Pengangguran Terbuka ~ Persen 2,11s/d 1,95 1,24 s/d 0,50
5  Inflasi Daerah Persen 4,00 s/d 4,50 4,00 s/d 4,50

Sumber: Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, 2022

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam
pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas

dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;

d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan;

PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2022 27



e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

f.  APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan

penerimaan dan pengeluaran daerah.

3.2.1 Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,
rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Hal
tersebut berlaku juga di Kabupaten Sabu Raijua sehingga RKPD Tahun 2022
perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan
pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 terdiri dari
Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan

Daerah.

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi dasar Kebijakan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Perubahan Anggaran
Tahun 2022, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah
dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk
meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya antara lain:

a. Melakukan optimalisasi Pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan
penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi
daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang

terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan
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retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta
pengawasan penyetorannya;

b. Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat
memberikan manfaat ganda, yakni peningkatan pendapatan masyarakat
dan peningkatan pendapatan asli daerah;

c. Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah

yang bersumber dari pajak hotel dan restoran.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Adapun Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 pada jenis belanja operasi, belanja

modal, Belanja Tidak Terduga dan belanja transfer, dengan sasaran

pendanaan tetap diarahkan pada (a) penyelenggaraan urusan pemerintah
wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta
unsur penunjang; (b) mendukung terhadap RKP Tahun 2022 dan RKPD

Provinsi NTT Tahun 2022; (c) Penggunaan dana urusan pendidikan 20 persen

dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggraan pendidikan; (d) Penyelenggaraan Bantuan keuangan
kab/kota, hibah, dan bansos; (e) Penggunaan Dana DAK, DBH dan BOS

Pusat; serta (f) Pendukungan dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca

pandemi covid 19.

Selain itu dalam perumusan kebijakan Belanja Daerah dirumuskan dengan

mempertimbangkan belanja wajib yang harus disediakan dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan antara lain:

a. Pemenuhan belanja Gaji dan tunjangan seseuai dengan peraturan
Perundang-undangan;

b. Belanja urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar mandatori,
belanja wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, belanja urusan
pilihan kewenangan daerah, belanja unsur penunjang, pendukung,
pengawasan, kewilayahan dan pemerintahan umum lainnya;

c. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan penyelenggaraan
Pemerintahan;

d. Pemenuhan belanja infrastruktur daerah dalam menciptakan daya saing
daerah;

e. Pemenuhan atas beban pembayaran yang harus diselesaikan.
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3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan

perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,
sehingga dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 telah
menggunakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2021 hasil perhitungan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua khusus Penerimaan
Pembiayaan terdapat SiLPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar
Rp.60.995.254.429 dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp.
9.903.359.773.
Sedangkan terkait pengeluaraan pembiayaan dalam dokumen RKPD
Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 dirumuskan dengan mempertimbangkan
penyertaan modal ke Bank NTT sebesar Rp. 7.000.000.000. Penyertaan
modal dilakukan dengan melihat potensi pengembangan Bank NTT serta
potensi sumbangannya kepada penerimaan Kabupaten Sabu Raijua.
Disamping pengeluaran pembiayaan kepada lembaga perbankan di tahun
2022 terdapat Pembentukan Dana Cadangan yang diperoleh dari pendapatan
bunga dari rekening dana cadangan sebesar Rp.850.000.000

Adapun kerangka pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2022 di sajikan
pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022

TARGET PERUBAHAN
No URAIAN TAHUN 2022 TARGET 2022
1 2 3 4
1 PENDAPATAN DAERAH 593.411.732.241 600.534.298.199
1.1 Pendapatan Asli Daerah 52.807.914.678 59.783.912.686
a) Pajak Daerah 4.043.866.000 4.518.866.000
b) Retribusi Daerah 34.118.272.500 38.918.272.500
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 3.668.468.178 3.668.468.178
Dipisahkan
o . 10.977.308.000

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 12.678.306.008,00
1.2 Pendapatan Transfer 521.635.689.466  521.635.689.466
a) Transfer Pemerintah Pusat 508.571.151.810  508.571.151.810
b) Transfer Antar Daerah 13.064.537.656 13.064.537.656
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TARGET PERUBAHAN
N URAIAN TAHUN2022  TARGET 2022
1 2 3 4
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 18.968.128.097  19.114.696.047

a) Hibah

1.798.000.000

1.798.000.000

b) Dana Darurat

c) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan 17.170.128.097 17.316.696.047
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2  BELANJA DAERAH 637.950.319.792  663.582.912.400
2.1 Belanja Operasi 388.854.197.825  407.910.509.357
a) Belanja Pegawai 210.554.847.045  224.157.347.045
b) Belanja Barang dan Jasa 166.622.691.417  172.076.502.949
c) Belanja Bunga
d) Belanja Subsidi
e) Belanja Hibah 9.364.733.363 9.364.733.363
f) Belanja Bantuan Sosial 2.311.926.000 2.311.926.000
2.2 Belanja Modal 147.129.202.425  155.559.844.965
a) Belanja Tanah 106.000.000 106.000.000
b) Belanja Peralatan dan Mesin 9.188.775.903 9.969.358.503
¢) Belanja Gedung dan Bangunan 28.935.379.619 30.655.461.551
d) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi 103.757.018.886  109.757.110.894
e) Belanja Aset Tetap Lainnya 5.142.028.017 5.071.914.017
3.3 Belanja Tidak Terduga 5.593.690.942 3.739.329.478
3.4 Belanja Transfer 96.373.228.600 96.373.228.600
a) Belanja Bagi Hasil 404.386.600 404.386.600
b) Belanja Bantuan Keuangan 95.968.842.000 95.968.842.000
Surplus /(Defisit) (44.538.587.551)  (63.048.614.201)
4. PEMBIAYAAN DAERAH
4.1 Penerimaan Pembiayaan 51.538.587.551 70.898.614.201
a) SiLPA 47.516.344.551 60.995.254.429
b) Pencairan Dana Cadangan 4.022.243.000 9.903.359.773
c) Hasil Penjualan Kekayaan yang
dipisahkan
d) Penerimaan Pembiayaan Daerah
e) Penerimaan Kembali Pemberiaan
Pinjaman Daerah
f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai
dengan ketentuan PUU
4.2 Pengeluaran Pembiayaan 7.000.000.000 7.850.000.000
a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang
Jatuh Tempo
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TARGET PERUBAHAN
No URAIAN TAHUN2022  TARGET 2022
1 2 3 4
b) Penyertaan Modal Daerah 7.000.000.000 7.000.000.000
c) Pembentukan Dana Cadangan 850.000.000
d) Pemberiaan Pinjaman Daerah
e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
PEMBIAYAAN NETTO 44.538.587.551 63.048.614.201
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan/SILPA
TOTAL APBD 644.950.319.792  671.432.912.400

Sumber : Bakeuda dan Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2022
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran
2022 tidak mengalami perubahan atau masih tetap mengacu pada Sasaran
dan Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Bab IV
RKPD Tahun Anggaran 2022.

Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sabu Raijua
untuk Tahun Anggaran 2022 dan Penyelarasan Prioritas Pembangunan
Nasional dengan Sasaran Prioritas Provinsi NTT dengan memperhatikan
berbagai kondisi, potensi, perumusan permasalahan dan isu strategis yang
ada di Kabupaten Sabu Raijua khususnya terkait upaya pencegahan dan
penanganan pandemi Covid-19 dan juga mempertimbangkan hasil evaluasi
capaian kinerja keuangan pembangunan triwulan II Tahun Anggaran 2022
serta tantangan dan prospek pada Tahun Anggaran 2022, maka Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua beserta Program

Prioritas untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Prioritas :
1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis UMKM yang produktif, stabil dan merata
melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.

SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2022 INDIKATOR SASARAN

a. Optimalisasi produksi komoditas

pertanian dan perikanan: 1. Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Produksi

b. Peningkatan Sarana dan Perikanan (Tangkap dan Budidaya)
prasarana pertanian; 2. Meningkatnya Persentase ketersediaan pangan
c. Fasilitasi pemasaran produk 3. Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan
pertanian dan pemberdayaan menular
masyarakat;
d. Pengembangan koperasi dan 4. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
pelatihan tenaga kerja 5. Meningkatnya koperasi yang berkualitas
6. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirasausaha
7. Meningkatnya jumlah koperasi aktif
e. Peningkatan hasil produksi 8. Meningkatnya nilai investasi dari tahun sebelumnya
rumput laut dan garam serta 9. Meningkatnnya persentase pelaku usaha yang
promosi penanaman modal; memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP

f. Fasilitasi standarisasi produk

. : Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP  Toko
barang/jasa, promosi dan

Swalayan)
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pemasaran produk industri
pengolahan.

10.

11.

Meningkatnya persentase alat — alat ukur, takar, timbang
dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang
berlaku

Terwujudnya pemantauan dan pengawasan terhadap lzin
Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi terkait

Prioritas :
2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian

wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan
memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.

SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2022

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya persentase panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik

kemiskinan dan Stunting.

2. Meningkatnnya persentase rumah tangga bersanitasi
a. Pemantapan infrastruktur dasar, | 3 Meningkatnya warga negara yang memperoleh
Jalaq dan jembatan, sanitasi (a!r kebutuhan pokok air minum sehari — hari (SPAM)
bersih) dan sarana transportasi; . . L
4. Meingkatnnya rasio luas daerah irigasi kewenangan
kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
5. Terlaksananya pemasangan rambu-rambu
6. Meningkatnya kepemilikan KIR angkutan umum
7. Tersediannya ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah
b. Pengendalian dan pengawasan | 8. Meningkatnya rasio bangunan ber- IMB per satuan
pemanfaatar] dan peruntukan bangunan
.rFJ ang sesua d.engan Rencana 9. Meningkatnya luas lahan bersertifikat
ata Ruang Wilayah. _
10. Terwujudnya penanganan sengketa tanah garapan yang
dilakukan melalui mediasi
¢. Peningkatan akses masya.r_akat 11. Menurunnya rasio rumah Tidak Layak Huni
terhadap rumah layak huni;
d. Peningkatan Sarana dan 12. Meningkatnya persentase Sarana dan Prasarana Utilitas
Prasarana Utilitas Umum Umum
13. Terlaksananya pengelolaan sampah di  wilayah
. . . Kabupaten
€. Terwmgudknya}l:mgkungan hidup | 44 Terwujudnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
yang berualias kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
f. Pengembangan dan promosi 15. Meningkatnya ~ persentase  pertumbuhan  jumlah
obyek-obyek pariwisata daerah; wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
Prioritas

3. Peningkatan Aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat

SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2022

INDIKATOR SASARAN

a.

Peningkatan kuantitas dan
kualitas layanan pendidikan dan
kesehatan

Pemenuhan sumber daya dan
fasilitas sarana prasararana
pendidikan dan kesehatan

Terwujudnya partisipasi warga negara usia 5-6 tahun
dalam pendidikan PAUD (SPM)

Terwujudnya partisipasi warga negara usia 7-12 tahun
dalam pendidikan dasar (SPM)

Terwujudnya partisipasi warga negara usia 13-15 tahun
dalam pendidikan menengah pertama (SPM)
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4. Terwujudnya partisipasi warga negara usia 7-18 tahun
yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau
menengah dalam pendidikan kesetaraan (SPM)

5. Terwujudnya penduduk yang berusia >15 tahun melek
huruf (tidak buta aksara)

6. Meningkatnya Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini, SD dan SMP terakreditasi

7. Terwujudnya layanan kesehatan semua ibu hamil (SPM)

8. Meningkatnya persentase semua ibu bersalin yang
mendapatkan layanan kesehatan (SPM)

9. Terwujudnya layanan kesehatan semua bayi baru lahir
(SPM)

10. Terwujudnya layanan kesehatan semua balita (SPM)

11. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga
negara usia pendidikan dasar (SPM)

12. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga
negara usia produktif (SPM)

13. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga
negara usia lanjut (SPM)

14. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga
negara penderita hipertensi(SPM)

15. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga
negara penderita Diabetes Melitus (SPM)

16. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga
negara dengan gangguna jiwa berat (SPM)

17. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga
negara terduga tubercolosis (SPM)

18. Terwujudnya layanan kesehatan bagi setiap warga
negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan
daya tahan tubuh manusia / Human Immunodeficiency
(SPM)

19. Menurunnya Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
hidup

20. Meningkatnya cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)

21. Menurunnya persentase penduduk miskin

22. Menurunnya garis kemiskinan

23. Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan

24. Menurunnya indeks keparahan kemiskinan

c. Penguatan sistem perlindungan | 25. Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang disabilitas
sosial bagi masyarakat miskin; terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
d. Bantuan sosial menanggulangi gelandangan pengemis di luar panti (SPM)
fisiko dan kerentanan aklbat. 26. Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial bagi setiap
bencana alam, bencana sosial,
atau krisis ekonomi yang warga negara korban bencana Kab / Kota (SPM)
diberikan kepada individu/rumah | 27- Meningkatnya  persentase  penyandang  disabilitas
tangga penerima pada saat terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng
situasi darurat. yang direunifikasi dengan keluarga
28. Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial

selama masa tanggap darurat
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e. Pengendalian penduduk dan 29. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi Modern (Modern
peningkatan keluarga sejahtera Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
(KS) 30. Menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmet need)
f.  Pemberdayaan dan 31. Meningkatnya persentase penanganan terhadap anak
perlindungan perempuan dan korban kekerasan
anak. 32. Meningkatnya pelayanan terhadap korban kekerasan
perempuan
33. Menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan,
termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
Prioritas :

4. Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik

SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2022

INDIKATOR SASARAN

a. Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana dan upaya menciptakan

Terwujudnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana bagi setiap warga negara (SPM)

kemasyarakatan, ketahanan
ekososbud dan kewaspadaan
nasional.

ketentraman dan ketertiban umum | 2. Terwujudnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana bagi setiap warga Negara (SPM)
3. Terwujudnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaran bagi setiap warga negara (SPM)
4. Terwujudnya layanan bencana kebakaran
b. Peningkatan Layanan Publik dan | 5. Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
pelaksanaan fungsi Pengawasan | 6. Meningkatnya persentase penduduk usia 1 - 7 tahun
dalam penyelenggaraan kurang 1 hari yang mempunyai KIA
pemerintahan Daerah 7. Meningkatnya persentase penduduk berumur dari 17
c. Peningkatan Layanan tahun ke atas yang melakukan perekaman e-KTP
Penyelenggaraan Pemerintah 8. Meningkatnya persentase kepemilikan akta kelahiran
Tingkat Kecamatan dan 9. Terwujudnya layanan publik yang diselenggarakan secara
Desa/Kelurahan. online dan terintegrasi
10. Meningkatnya persentase tingkat tindak lanjut hasil
temuan
11. Meningkatnya SDM Auditor yang berkualitas
d. Peningkatan Pemanfaatan Sistem
Informasi Pembangunan Daerah | 12. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran melalui
dalam Perencanaan dan aplikasi SIPD yang terintegrasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
e. Pengembangan kapasitas 13. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi
Kepemudaan dan Olahraga kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
14. Cakupan Pembinaan Olahraga
15. Cakupan Pembinaan atlet muda berprestasi
16. Meningkatnya persentase pelatih olahraga yang memiliki
kompetensi di satuan-satuan pendidikan
f Eenggmbanggq Kebudayaan, 17. Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan
esenian tradisional dan 18. Terselen festival sen’ & bud
: : ggaranya festival seni & budaya
pelestarian cagar budaya.
g. Pembinaan umat beragama,
Pe:gilé?;ag 'de”?ilsgl Fannc;asn?, 19. Terlaksananya kegiatan pembinaan politik di Daerah
be an poitik, organisas 20. Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap LSM,

ORMAS dan OKP

Sumber; Analisis Bappeda, 2022
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Tabel 4.2

Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Tahun Anggaran 2022

7 AGENDA 6 AGENDA SASARAN POKOK PRIORITAS DAN SASARAN
PRIORITAS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS OPD PELAKSANA
NASIONAL PROVINSI (RPJPD KAB.SABU RAIJUA) KABUPATEN SABU RAIJUA
(RKP) (RKPD NTT) ’ TAHUN 2022
1 2 3 4 5 6
1 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Prioritas 1 Prioritas 1 : Sasaran Pokok (Misi 2) : Prioritas 1:
Memperkuat Memperkuat 1. Meningkatnya keefektifitasan dan Penguatan perekonomian 2| Program Penanganan Kerawanan Pangan
Ketahanan Infrastuktur SDA efisiensi, transparansi dan masyarakat berbasis UMKM 3 | Program Pengawasan Keamanan Pangan
Ekonomi Untuk Untuk Memperbesar akuntabilitas pengelolaan berbagai yang produktif, stabil dan 4 | Proaram Penvediaan dan Pengembanaan Sarana Pertanian
Pertumbuhan Skala Usaha program tanggap darurat yang merata melalui pemanfaatan 9 Y 9 9 Dinas Pertanian dan
yang Berkualitas Pertanian dan berkaitan dengan fluktuasi ekonomi- potensi ekonomi daerah 5 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pangan
dan Berkeadilan. | Pengurangan moneter untuk meningkatkan yang berdaya saing. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Kemiskinan Serta ketahanan ekonomi rakyat. Sasaran : 6 Veteriner
Stunting 2. Meningkatnya peran dan sumbangan a. Optlmgllsa5| prodyk3| 7| Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
sektor-sektor penggerak utama komoditas pertanian dan
Prioritas 3 : struktur ekonomi wilayah yaitu sektor- perikanan; 8 | Program Penyuluhan Pertanian
Pengembangan sektor yang berstabilitas dalam b. Peningkatan Sarana dan 9 | Program Pengelolaan Perikanan Tanaka .
Rantai Pasok fluktuasi ekonomi moneter.dan prasarana pertanian; 4 J - g id Em?ks Kelautan dan
Pariwisata Berbasis memiliki kontribusi yang cenderung c. Fasilitasi pemasaran 10 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya erikanan
Masyarakat Melalui meningkat terhadap PDRB. produk pertanian dan 11 | Program Perencanaan Tenaga Kerja
Peningkatan Sektor 3. Optimalnya pemanfaatan sumberdaya pemberdayaan - - — -
Pertanian dan lahan daratan, sumberdaya air tawar, masyarakat; 12 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Industri Kreatif/ dan lahan pesisir dan lautan dengan d. Pengembangan koperasi 13 | Program Penempatan Tenaga Kerja
s | o boneranensOet®% |14 | Progan Hurgn s Dt e
Prioritas 4 : 4. Tercapainya kemandirian dan rumput laut dan garam 15 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Koperasi, Usaha Kecil
Pengembangan ketahanan pangan; serta promosi penanaman oo : Dan Menegah
Hilirisasi Produk 5. Meningkatnya mutu SDM nelayan dan modal; 16 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Pertanian Unggulan kemampuan teknologi f. Fasilitasi standarisasi 17 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
Untuk Meningkatkan penangkapannya dalam rangka produk barang/jasa, 18 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
Penyerapan Tenaga memperluas daerah operasi promosi dan pemasaran (UMKM)
l\KAerja dalrg penangkapan dan memperlama fishing produkI iﬂdustri 19 | Program Pengembangan Ikiim Penanaman Modal
emperkuat trip. pengolahan. . Dinas Penanaman
Pemulihan Ekonomi | 6. Berkembangnya pusat-pusat 20 | Program Promosi Penanaman Modal Modal, Pelayanan
Daerah pertumbuhan ekonomi baru berbasis 21 | Program Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu,
perdagangan dan industri produk : Perindustrian Dan
pertanian dan pariwisata. 22 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Perdagangan
23 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
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7 AGENDA 6 AGENDA SASARAN POKOK PRIORITAS DAN SASARAN
Ul pRISRIT PEMBANGUNAN DAERAH AL LB L PROGRAM PRIORITAS OPD PELAKSANA
NASIONAL PROVINSI (RPJPD KAB.SABU RAIJUA) KABUPATEN SABU RAIJUA
(RKP) (RKPD NTT) ’ TAHUN 2022
1 2 3 4 5 6
24 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
25 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
26 | Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
27 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Prioitas 2 Prioitas 1 s Pokok (Misi 3) Prioritas 2 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
rioritas 2 : rioritas 1 : asaran Pokok (Misi 3) : rioritas 2 : ) X —
Mengembangkan | Memperkuat Tercapainya optimalisasi pemanfaatan Pembangunan infrastruktur | 2| Perogram Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Wilayah untuk Infrastuktur SDA sumberdaya alam tanah, laut dan pesisir | dan jaringan transportasi 3 | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Mengurangi Untuk Memperbesar | untuk mencapai daya guna dan hasil yang menghubungkan antar . o
Kesenjangan dan | Skala Usaha guna pelaksanaan program bagian wilayah dan atau 4 | Program Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Menjamin Pertanian dan pembangunan wilayah dan tataruang. pusat- pusat pertumbuhan 5 | Program Pengembangan Permukiman Dinas Pekerjaan
Pemerataan Pengurangan ekonomi dan Pariwisata 6 | Program Penataan Bangunan Gedung Umum dan Penataan
Kemiskinan Serta Sasaran Pokok (Misi 6) : dengan memperhatikan : : Ruang
Prioritas 5 : Stunting 1. Meningkatnya pengendalian dan aspek Penataan Ruang dan 7 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Lainnya
Memperkuat o pengawasan pemanfaatan dan Lingkungan Hidup. 8 | Program Penyelenggaraan Jalan
Infrastruktur Untuk | Prioritas 6 : peruntukkan ruang sesuai dengan Sasaran :
Mendukung Ketahanan Bencana Rencana Tata Ruang Wilayah. a. Pemantapan infrastruktur | 9 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pengembangan dan Adaptasi 2. Terpeliharanya proporsi keberadaan dasar, jalan dan jembatan, 10 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Ekonomi dan Perubahan Iklim kawasan lindung dan kawasan sanitasi (air bersih) dan Pembangunan
Pelayanan Dasar | serta Pengelolaan budidaya secara konsisten. sarana transportas; 11 | Program Pengembangan Perumahan .
Lingkungan Hidup 3. Meningkatnya konsistensi b. Pengendalian dan 2 P < Fa— g'”kas rgrun&ahan
Prioritas 6 : yang Berkelanjutan pemanfaatan ruang sesuai dengan pengawasan pemanfaatan rogram Rawasan Fermukiman P:r[il]a kmign awasan
Membangun untuk Pembangunan RTRW Kabupaten Sabu Raijua. dan peruntukkan ruang 13 | Program Peningaktan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) u
Lingkungan Hidup, | Rendah Karbon 4. Meningkatnya partisipasi aktif sesuai dengan Rencana . . Di :
' ' 14 | P P Linaki Hid inas Lingkungan
Meningkatkan masyarakat dalam ikut serta dalam Tata Ruang Wilayah. Program Perencadna:? ! Fing ungan Ili)up/At Korisakan ok Hidup
Ketahanan pengendalian dan pengawasan c. Peningkatan akses 15 l"Ogram engendalian Fencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
Bencana dan pemanfaatan ruang sesuai masyarakat terhadap Hidup . _ :
Perubahan Iklim peruntukannya. rumah layak huni; 16 Program Pembinaan dan Pengavysan Terhadgp Izin Lingkungan dan Izin
d. Peningkatan Sarana dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Sasaran Pokok (Misi 9) : Prasarana Utilitas Umum 17 | Program Pengelolaan Persampahan
1. Tersedianya infrastruktur transportasi e. Terwujudnya lingkungan : Dinas Perhubungan
dan sosial ekonom yang memadai hidup yang berkualitas 18 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) g
guna mendorong pemerataan f. Pengembangan dan 19 | Program Pengelolaan Pelayaran
pembangunan daerah dan promos| obyek-obyek 20 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata
memperlancar mobilitas distribusi pariwisata daerah; —
21 | Program Pemasaran Pariwisata
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7 AGENDA 6 AGENDA SASARAN POKOK PRIORITAS DAN SASARAN
Ul pRISRIT PEMBANGUNAN DAERAH AL LB L PROGRAM PRIORITAS OPD PELAKSANA
NASIONAL PROVINSI (RPJPD KAB.SABU RAIJUA) KABUPATEN SABU RAIJUA
(RKP) (RKPD NTT) ’ TAHUN 2022
1 2 3 4 5 6
barang dan jasa serta mendorong 29 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan
pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
sehingga tercapai keseimbangan 23 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
pembangunan antar wilayah. — - —
2. Tersedianya daya dukung sumber 24 | Prgram Perencanaan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmgrasu
daya air, pasokan energi listrik, .}Ein?e?:srﬂfa‘ha Kecil
telekomunikasi dan informasi, perasl,
. Dan Menegah
perumahan dan permukiman serta
E:leai/?r:}akgzzi:r:zwrz:sg/grr]:kat luas 25 | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
dan mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat termasuk di
wilayah terpencil dan pesisir.
1 | Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan,
Prioritas 3 : Prioritas 1 : Sasaran Pokok (Misi 1) : Prioritas 3 : 2 | p P b Kurikul Kebudayaan,
Meningkatkan Memperkuat 1. Pengendalian laju pertumbuhan Peningkatan Aksesbilitas rogram engeémbangan Kurikulum Kepemudaan Dan
Sumber Daya Infrastuktur SDA penduduk agar terjadi penurunan layanan pendidikan dan 3 | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Olahraga
Manusia yang Untuk Memperbesar ertumbuhan penduduk. kesehatan serta :

g p p < 4 | p Pembi P ak Dinas Perpustakaan
Berkualitas Qan Skala Qsaha 2. Meningkatnya ketersediaan dan pengurangan tingkat ] rogram Fembinaan Ferpustakaan dan Kearsipan
Berdaya Saing. Pertanian dan kualitas sarana dan prasarana kemiskinan dan Stunting 5 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya

Pengurangan pendidikan dan distribusinya menurut Sasaran : Kesehatan Masyarakat
Prioritas 5 : Kemiskinan Serta wilayah untuk membesarkan akses a. Peningkatan kuantitas dan ) ) .
Memperkuat Stunting pendidikan masyarakat kualitas layanan pendidikan 6 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan .
Infrastruktur Untuk - 3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dan kesehatan; 7 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman E:an:gse}rfg:ﬁ::tan’
Mendukung Prioritas 2. manajemen pendidikan dan proses b. Pemenunan sumber daya 8 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Penduduk Dan
Pengembangan Pembangunan belajar mengajar. dan fasilitas sarana
Ekonomi dan bidang Pendidikan, 4. Meningkatnya perdayagunaan dan prasararana pendidikandan | 9 | Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pelayanan Dasar | Kesehatan dan pengembangan iimu pengetahuan dan kesehatan; 10 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Pemerintahan Untuk teknologi c. Penguatan sistem : :
Meningkatkan 5. Terwujudnya peningkatan kualitas perlindungan sosial bagi 11 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Kualitas SDM dan sumberdaya manusia yang memiliki masyarakat miskin; 12 | Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial,
Pelayanan Publik daya saing, dan ketahanan ekonomi, | d. Bantuan sosial — Pemberdayaan
sosial, budaya dan politik menanggulangi risiko dan 13 | Program Rehabilitasi Sosial Perempuan Dan
6. Meningkatnya efisiensi dan kerentanan akibat bencana | 14 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Perlindungan Anak
i wi | ial, at
pertumbuhan ekonomi wilayah. Eriasrg’ :g‘;:;?;:%a e 15 | Program Penanganan Bencana
diberikan kepada 16 | Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
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7 AGENDA 6 AGENDA SASARAN POKOK PRIORITAS DAN SASARAN
ARTORITALS ARiORITAS PEMBANGUNAN DAERAH e Ll o Gl diey PROGRAM PRIORITAS OPD PELAKSANA
NASIONAL PROVINSI (RPJPD KAB.SABU RAIJUA) KABUPATEN SABU RAIJUA
(RKP) (RKPD NTT) ’ TAHUN 2022
1 2 3 4 5 6
individu/rumah tangga 17 | Program Perlindungan Perempuan
penerima pada saat situasi - )
darurat. 18 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga
e. Pengendalian penduduk 19 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
dan peningkatan keluarga
sejahtera (KS) 20 | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
f. Pemberdayaan dan
perlindungan perempuan 21 | Program Perlindungan Khusus Anak
dan anak.
Prioritas 5 : Sasaran Pokok (Misi 5) : Prioritas 4 : 1 | Program Penanggulangan Bencana BPBD
Prioritas 4 : Revolusi mental dan | 1. Peningkatan kualitas ketaqwaan umat | Peningkatan kinerja - -
Revolusi Mental penerapan Teknologi |  beragama dan kepercayaan terhadap | birokrasi dan tata kelola 2| Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong
Dan serta Informasi untuk Tuhan Yang Maha Esa Layanan pemerintahan yang | 5 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Praja
Pembangunan Mewujudkan 2. Peningkatan keefektifitasan baik Penyelamatan Non Kebakaran
Kebudayaan; Reformasi Birokrasi pengelolaan program pembinaan umat | Sasaran : 4 | Program Pendaftaran Penduduk
beragama. a. Kesiapsiagaan 5 | Proaram Pencatatan Sioil Dinas Kependudukan
Prioritas 7: Penanggulangan Bencana 9 P dan Catatan Sipil
Memperkuat Sasaran Pokok (Misi 3) : dan upaya menciptakan 6 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Stabilitas 1. Terbentuknya masyarakat yang ketentraman dan ketertiban
Polhukhankam berkarakteristik sosial: integrat, umum 7_| Program Penataan Desa _
dan Transformasi kohesif, solidaritas mekanistik tinggi b. Peningkatan Layanan Publik | 8 | Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan
Pelayanan Publik untuk mengurangi potensi benturan dan pelaksanaan fungsi g | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Dan Desa
dan friksi sosial Pengawasan dalam Masyrakat Hukum Adat
2. Peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 10 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik
pelaksanaan fungsi legislasi lembaga pemerintahan Daerah. — :
dan anggota legislatif daerah c. Penerapan Sistem 11 | Program Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi
infodmasi Pembangunan 12 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dan Informatika
Sasaran Pokok (Misi 4) : Daerah dalam Perencanaan 3 p b I P dian Untuk P nf -
Terwujudkannya budaya hukum dalam dan Pengelolaan Keuangan rogram Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
kehidupan masyarakat. . Eaefahli ] 14 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
. Peningkat . .
. Pemng} aan ayanan 15 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Dinas Pendidikan,
Sasaran Pokok (Misi 7) : enyelenggaraan : Kebudayaan
1.Mempertahankan keutuhan wilayah Pemerintah Tingkat 16 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Kepemudaa n Dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia geca;?(atla n (:]an 17 | Program Pengembangan Kebudayaan Olahraga
dari gangguan ketertiban dan esa/feluranan. , —
18 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional
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7 AGENDA 6 AGENDA SASARAN POKOK PRIORITAS DAN SASARAN
RUORIES BRIGRIAS PEMBANGUNAN DAERAH AELAE DL D PROGRAM PRIORITAS OPD PELAKSANA
NASIONAL PROVINSI (RPJPD KAB.SABU RAIJUA) KABUPATEN SABU RAIJUA
(RKP) (RKPD NTT)) ) TAHUN 2022
1 2 3 4 5 6
keamanan yang bersumber dari e. Pengembangan kapasitas . Dinas Perpustakaan
. X 19 | Program Pengelolaan Arsip \
internal maupun yang bersifat Kepemudaan dan Olah raga Dan Kearsipan
eksternal wilayah. f. Pengembangan UNSUR PENDUKUNG :
2.Peningkatan peran serta masyarakat Kebudayaan, kesenian Badian Keseiahteraan
dalam ikut serta menjaga keamanan tradisional dan pelestarian Raﬁyat !
dan ketertiban wilayah. cagar budaya. - ; : -
9. Pembinaan umat beragama, 1 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat Bagian Pemerintahan
Penguatan ideologi Bagian Hukum
pancasila, pendidikan Bagian Administrasi
politik, organisasi Pembangunan
kimasybarglzatan, ketahanan 2 | Program Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perekonomian
ekososbud dan dan Sumber Daya
kewaspadaan nasional. Alam
3 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG :
1 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan
" Pembangunan
3 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah
4 | Program Pengelolaan Perbatasan
5 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah
6 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah gzg?:hKeuangan
7 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
8 | Program Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian
- Daerah, Pendidikan
9 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pelatihan
UNSUR PENGAWASAN :
1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan
- - - - Inspektorat Daerah
2 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
UNSUR KEWILAYAHAN :
1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan-
2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan
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7 AGENDA 6 AGENDA SASARAN POKOK PRIORITAS DAN SASARAN
Ul pRISRIT PEMBANGUNAN DAERAH AL LB L PROGRAM PRIORITAS OPD PELAKSANA
NASIONAL PROVINSI (RPJPD KAB.SABU RAIJUA) KABUPATEN SABU RAIJUA
(RKP) (RKPD NTT) ’ TAHUN 2022
1 2 3 4 5 6
3 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM :
1 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kantor Kesatuan
. . : Bangsa dan Politik
4 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya
5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas
dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Sumber : Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijjua, Tahun 2022
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4.2. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara
pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara
sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan
kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Inovasi Daerah
juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku
pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi
dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan
kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek
baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Inovasi Daerah, Pemerintah
Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang
Inovasi Daerah. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah
dalam mendorong Inovasi Daerah yang ada di daerahnya, sehingga
terbentuk keselarasan dalam pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2017, yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari
Inovasi Daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah
menurut Peraturan Pemerintah dimaksud yaitu inovasi tata kelola
Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah
lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
mencakup 2 (dua) bentuk Inovasi daerah yaitu: inovasi dalam hal
pelayanan public dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dapat dijelaskan
sebagai berikut:

1. Inovasi Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk
menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan dituntut untuk
terus melahirkan inovasi-inovasi. Begitu halnya dengan Pemerintah

Kabupaten Sabu Raijua yang berupaya membuat inovasi-inovasi untuk
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pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir, antara lain sebagai

berikut:

a. Moro Huri Minawodo (Tim Pelayanan Adminduk Yang Bergerak
Cepat dan Gesit ke Semua Sektor)

Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dengan cara
pendekatan kepada masyarakat. Inovasi ini dilakukan melalui
pemberian pelayanan langsung ke semua lokasi di Desa baik pada
fasilitas umum, fasilitas Pendidikan maupun fasilitas Kesehatan.
Inovasi pelayanan seperti ini untuk memberikan kemudahan dan
kecepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan
administrasi  kependudukan serta  meningkatkan  tertib
administrasi kependudukan (adminduk) dan Gerakan Indonesia
Sadar Adminduk.

b. Langkah Segra
Inovasi Pelayanan Angkutan Gratis bagi Anak sekolah di seluruh
wilayah Kabupaten Sabu Raijua untuk mengatasi ketiadaan
Transportasi umum.
Inovasi ini Memberikan pelayanan kepada pelajar untuk
mendapatkan sarana transportasi yang nyaman, aman, cepat,
mudah dan murah, Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas
dikalangan pelajar, mengurangi biaya transportasi yang
dikeluarkan orang tua bagi siswa, meminimalisir angka kekerasan
terhadap siswa akibat keterlambatan masuk sekolah.

c. Digital Smart Book "Mari Pintar Berkoperasi”
Inovasi ini merupakan sarana pelayanan yang memudahkan
masyarakat untuk mengakses informasi mengenai perkoperasian.
Dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik agar masyarakat
bisa lebih mudah mengetahui kegiatan-kegiatan dan program-
program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi,
Koperasi dan UKM.
Buku digital ini berisikan informasi-informasi dasar perkoperasian
yang dirancang untuk masyarakat secara sederhana, murah dan
informatif. Siapapun yang membutuhkan informasi tersebut bisa
mengunduh dimana saja dan kapan saja. Buku ini dirancang
informatif mengenai dasar-dasar perkoperasian. Buku digital ini

kami rancang agar penyuluh koperasi bisa dengan mudah
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melakukan penyuluhan kepada masyarakat di Kabupaten Sabu
Raijua. Buku ini bisa dijadikan sebagai buku panduan untuk
menyuluh kepada masyarakat mengenai informasi-informasi dasar
perkoperasian. Harapannya, dengan kemudahan ini penyuluhan
mengenai perkoperasian menjadi lebih mudah dan masyarakat pun
bisa mengakses informasi mengenai perkoperasian dengan mudah
dan murah.

d. Website "Sahabat Koperasi"
Inovasi ini merupakan pengembangan dari sistem informasi yang
diperlukan untuk menumbuhkan pengetahuan, khususnya
pengetahuan tentang perkoperasian.
Sebagaimana namanya sebagai Sahabat, diharapkan website ini
bisa menjadi sahabat bagi para pelaku koperasi dan masyarakat
yang membutuhkan informasi-informasi mengenai perkoperasian.
Selain itu, website ini juga berfungsi sebagai galeri kegiatan dari
Bidang Koperasi dan UKM untuk mempublikasikan kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan. Berbagai informasi perundang-
undangan mengenai perkoperasian juga termuat di dalamnya.
Termasuk di dalamnya juga terdapat hotline yang bisa dijadikan
layanan pertanyaan dan pengaduan oleh masyarakat. Hotline
tersebut langsung tersambung di salah satu petugas sehingga di
saat yang sama petugas bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dan
keluhan tamu/penanya.
Inovasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pelaporan
kepada publik atas kinerja dinas selama ini dan menjadi pintu bagi
pelayanan publik yang mudah dan murah.
Tujuan dari inovasi ini adalah untuk menjadi sarana sosialisasi
mengenai perkoperasian dan sebagai galeri kegiatan-kegiatan yang

telah dilaksanakan oleh Bidang Koperasi dan UKM selama ini.

2. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tidak hanya dituntut

menciptakan inovasi dalam hal pelayanan publik, tetapi juga harus

bisa mendorong masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan
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inovasi-inovasi yang bermanfaat. Adapun inovasi tersebut sebagai

berikut:

a. Pengembangan Tambak Garam Kualitas Premium Dengan
Metode Geomembran HDPE 500 Micron
Disektor perindustrian, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
memiliki potensi unggulan yang dapat dikelola untuk menghasilkan
Pendapatan Asli Daerah yaitu industri garam. Lahan tambak garam
merupakan penentu dari pengaruh faktor produksi produk garam
rakyat. Secara umum dikatakan, semakin luas lahan (yang digarap/
ditanami), semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh
lahan tersebut. Potensi luasan tambak garam di Kabupaten Sabu
Raijua secara keseluruhan adalah 2.015 Ha dengan luas tambak
terbangun 107 Ha dan eksisting tambak garam 102 Ha. Artinya dari
keseluruhan luas tambak garam yang benar-benar dijadikan
tambak untuk produksi baru sebesar 5,06%. Luas tambak garam
yang berproduksi berada di 10 lokasi yang tersebar di 5 Kecamatan.
Pengembangan industri garam di Kabupaten Sabu Raijua dimulai
tahun 2013 dan mulai berproduksi sejak tahun 2014. Sesuai hasil
uji laboratorium di tahun 2019 menunjukan kualitas garam di Sabu
Raijua adalah Kwalitas 1 (Super) dengan kadar NaCl 96,20%, dan
Hasil Uji Laboratorium tahun 2021, kadar NaCl garam menjadi
98,23%.
Penggunaan geomembrane sebagai alas tambak garam ini dinilai
mampu mempercepat kristalisasi air laut tersebut, sehingga panen
dapat dilakukan lebih cepat. Hal ini karena geomembrane memiliki
warna hitam yang diketahui sangat mudah dalam menyerap panas.
Belum lagi garam yang dihasilkan akan menjadi jauh lebih banyak
bila dibandingkan dengan tambak konvensional yang tidak
menggunakan geomembrane sebagai alasnya. Manfaat dari
pengembangan inovasi ini adalah pada akhirnya untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Garam Nataga Cap Otak

Garam Yodium Cap Otak merupakan garam beryodium yang

diproduksi melalui pabrik garam. Garam Yodium Cap Otak ini telah

memiliki ijin konsumsi dari BPOM RI No. d. MD 255324001021 dan
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Sertifkat SNI No. 01-3556-2010 dan Sertifkat Halal dari MUI dengan
kadar KIO3 30-80 ppm. Pemda Sabu Raijua juga memiliki pabrik
garam beryodium yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
Sabu Raijua sendiri. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki
dua pabrik garam beryodium dengan merek dagang Nataga cap Otak
dan telah memiliki izin Kesehatan dari Balai POM RI No. MD
255324001021, izin halal dari MUI, izin SNI No 01-3556-2010
dengan kandungan KIO3 berkisar 30-80 ppm. Dengan adanya
garam yodium dari Sabu Raijua akan memenuhi kebutuhan akan
garam konsumsi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT). Tetapi hal ini masih menemui kendala dalam hal
pendistribusian dan pemasaran. Karena itu, Pemerintah Kabupaten
membutuhkan distributor atau investor garam yodium. Garam
yodium yang dihasilkan merupakan kualitas terbaik. Menggunakan
garam produksi dari tambak full geomembrane. Di mana rata-rata
produksi setiap bulan 1000 - 1.500 dos (20 kg) kemasan 250 gram.
Dengan adanya garam yodium dari Sabu Raijua akan memenuhi
kebutuhan garam akan konsumsi masyarakat di Provinsi NTT.
Berdasarkan hasil pantauan terhadap para pedagang atau pasar,
ternyata garam Nataga Cap Otak sudah menjadi pilihan dan saat ini
laris manis di Sabu Raijua.

c. Donahu Hawu, Selain kedua inovasi tesebut diatas masih terdapat
Potensi lokal yang dapat dijadikan inovasi olahan, seperti Gula Sabu
yang merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Sabu sejak
zaman nenek moyang, juga menjadi salah satu produk unggulan
Kabupaten Sabu Raijua. Di Rai Hawu gula Sabu disebut ‘Donahu
Hawu’. Gula Sabu berbentuk cairan yang kental dan lengket
berwarna coklat kehitaman. Makanan ini dibuat dari bahan dasar
nira yang disadap dari pohon lontar dengan proses tradisional dan
alami tanpa menggunakan bahan pengawet yang dimasak sampai
mengental. Keunggulan gula Sabu bisa dijadikan obat pereda sakit
maag. Gula sabu dapat dijadikan sebagai oleh-oleh untuk dibawah
pulang yang cukup terkenal dimiliki Kabupaten Sabu Raijua adalah
tanaman lontar yang tumbuh tersebar hampir di seluruh wilayah

Kabupaten Sabu Raijua. Inovasi di bidang Industri pengolahan
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lainnya adalah nira lontar menjadi gula semut juga merupakan
industri andalan Kabupaten Sabu Raijua yang terdapat di Desa
Eilode Kecamatan Sabu Tengah. Gula semut rasanya manis seperti
gula lempeng dan berbentuk butiran halus berwarna coklat.

d. Tenun ikat Ei” (sarung), “Higi” (selimut), “Heleda”, adalah
potensi lokal yang diproduksi oleh sebagaian besar masyarakat
Sabu Raijua. Tenun Sabu merupakan ungkapan perasaan dari
perempuan Sabu dituangkan dalam motif dan corak yang menarik
dan eksotik dan sudah dikenal sampai ke manca negara. Tenunan
khas Sabu dikenal dengan nama “Ei” (sarung), “Higi” (selimut),
“Heleda” (selendang). Terdapat tiga warna khas yang digunakan
yakni warna biru atau hitam dari racikan nila, warna merah dari
mengkudu dan warna kuning dari kunyit. Makna motif Sabu sarat
arti dari kehidupan masyarakat. Tenunan tersebut dikenakan saat
acara adat dan acara formal lainnya seperti perkawinan, kematian,

kebaktian dan acara lainnya.
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BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Daftar Program

dan Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2022 mengalami pergeseran dan atau

perubahan pada RKPD-P Tahun Anggaran 2022.

Perubahan dimaksud sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Perubahan Pagu Anggaran Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2022
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
NO PERANGKAT DAERAH

SEBELUM
PERUBAHAN

SESUDAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH /
(BERKURANG)

l. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

1 e LA RAGA 157.798,847112 163.727,678.690 5,928,831 578
2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 22,947 656,977 27.907.223.199 4,959,566,222
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
3D e ANA 70.537.021.634 72.667 532.718 2.130,511.084
4  DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 131,551,692,138 131,581,896.716 30,204 578
RUANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
AR ANANIAG 5,154,127 069 6,007,544,069 853 417,000
6  SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4,684 409,204 5,027,046,204 342,637,000
7  DADAN PENANGGULANGAN BENGANA 2.429.203 207 3.480,914,207 1,051.711,000
DAERAH
g DINAS SOSIAL, PEVBERDAYAAN 5,507 223,314 5,507 223314 .

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

IIl. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA

9 KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA 4,244,982,649 4,586,982,649 342,000,000

10  DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 7,730,777,756 8,945,581,256 1,214,803,500

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2,141,965,666 2,141,965,666 -

12 g:gﬁs KEPENDUUDUKAN DAN CATATAN 2,957,410,292 4,215,367,196 1,257,956,904

13 Bg‘sﬁs PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 3.973.828.865 3.973.828,865 )

14 DINAS PERHUBUNGAN 2,710,630,092 2,922,849,812 212,219,720

15 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4,651,334,888 4,726,617,396 75,282,508
DINAS PENANAMAN MODALDAN

16 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, 10,292,728,246 10,642,479,958 349,751,712
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
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PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

NO PERANGKAT DAERAH
SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH /
PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG)
17 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1,770,400,682 2,124,430,682 354,030,000
ll. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
18 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5,023,659,046 5,018,685,071 (4,973,975)
19 DINAS PARIWISATA 3,667,527,423 5,658,217,523 1,990,690,100

IV. UNSUR PENDUKUNG

A. SEKERTARIAT DAERAH

20 BAGIAN PEMERINTAHAN

1,173,714,620

1,173,714,620

21 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4,429,074,450 2,872,404,450 (1,556,670,000)
22 BAGIAN HUKUM 756,939,760 756,248,660 (691,100)
23 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 611,884,410 848,702,410 236,818,000
24 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 972,844,954 1,102,055,554 129,210,600
25 BAGIAN UMUM 20,456,505,420 20,456,505,420 -
2% BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI 754 808,575 756,658,575 1,850,000
PIMPINAN
27 BAGIAN ORGANISASI 487,243,500 634,885,500 147,642,000
B. SEKRETARIAT DPRD
28 SEKRETARIAT DPRD 19,066,168,293 20,595,568,133 1,529,399,840
V. UNSUR PENUNJANG
A.  PERENCANAAN
29 EQEQQ:ERENCANAAN PEMBANGUNAN 4,029,811,597 4,728,745,747 698,934,150
B.  KEUANGAN
30  BADAN KEUANGAN DAERAH 109,394,391,530 108,707,232,620 (687,158,910)

c KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

31" PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6,934,136,015 6,934,136,015 |
VI. UNSUR PENGAWASAN

32 INSPEKTORAT DAERAH 3,102,486,979 3,832,506,103 730,019,124
VIl. UNSUR KEWILAYAHAN

33 KECAMATAN SABU BARAT 2710,368,909 3,217,012,044 506,643,135

34 KECAMATAN SABU TIMUR 3,073,743,648 3,805,058,648 <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>